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BAB V 

PENUTUP   

V.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Waktu pelayanan drive thru di UPTD Wiyung memiliki rata-rata 16 menit. 

Sedangkan Pelayanan manual membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 

29 menit. Terdapat pemeriksaan persyaratan teknis yang tidak dilakukan 

pada pelayanan drive thru yaitu pemeriksaan bagian dalam, pengukuran 

dimensi, dan pengujian rem parkir. Sedangkan pada pelayanan manual 

pemeriksaan persyaratan teknis diperiksa dan diuji sesuai dengan standar 

operasional prosedur. 

2. Penilaian terhadap kinerja pelayanan drive thru mendapat nilai interprestasi 

97% dengan kategori sangat efektif terhadap pelayanan drive thru 

sehingga dapat menghemat waktu, namun juga mengakibatkan beberapa 

pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang berlaku.  

3. Pelayanan dengan sistem drive thru mampu diterapkan pada bagian 

administrasi karena dinilai lebih efisien terhadap arsip pengujian yang 

terhubung oleh sistem internet sehingga, tidak diperlukan penulisan secara 

manual pada buku. Namun, sistem drive thru kurang cocok karena adanya 

proses pengurangan dalam pemeriksaan dan pengujian kendaraan 

bermotor sehingga belum bisa menjamin kelayakan kendaraan bermotor.  

V.2 Saran 

 Saran yang penulis berikan berdasarkan hasil dan Kesimpulan berikut: 

1. Setelah dilakukannya observasi dan analisis mengenai waktu pelayanan 

drive thru untuk menyusun sebuah aturan baru yang dikeluarkan oleh 

instansi daerah untuk menetapkan standar operasional prosedur pada 

pelayanan dengan sistem drive thru dan menerapkan pemeriksaan dan 

pengujian yang sesuai dengan standar operasional prosedur.  

2. Penambahan penguji perlu diperhatikan sehigga pelayanan dapat bekerja 

secara optimal agar setiap penguji bekerja sesuai dengan kompetensi dan 

tugasnya. Pelayanan drive thru bisa dilakukan hanya pada proses 
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administrasi sedangkan untuk pemeriksaan dan pengujian harus tetap 

sesuai SOP tanpa mengurangi pemeriksaan dan pengujiannya. 

3.   Membuat Jalur pengujian yang baru agar dapat berjalan maksimal tanpa 

harus mengurangi waktu pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor. 
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